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IURUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
EABUPATEN BANYUMAS,

Menotapkan peraturan-dasrah yang berdkut 1
PERATURAN DAERAH Kabupaten Bamyumas tentang pemotongan termak,

A, KETENTUAN UMUM,
Pasal 1.

Yang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan !

1. Ternak 1 kuda, lembu, kerbau, biri-bird, kambing dan babi } T

2¢ Daging 1 semua bagian dari ternak yang dipotong kecuali kulit, tanduk den kuku ;

3. Menjual daging t mengerjakan, mengelah, menawarkan, menyerahkan, menukar, mem -
bagi, mempunyai persedisan daging dengan muksud wntuk dijual ;

L+ Tomput penjualan daging t persil dimana daging dijual ;

5+ Tempat pemotongan - w thangunan atau halaman dibawah kekuasasn Kabupaten dime-

m ternak dipotong ;
6+ Tempat pemotongan khusus ! bangunan atau halamen dibawah kekuasasn pihak lain -
dari pada Kabupaten dimana ternak dipotong ;
7« Jagal 1t barang siapa mengusahakan tempat pemotongen dan/ateu tempat penjualan -
daging sebagal mata pencaharian .

Pagal 2,

Peraturan-daersh ini tidak berlaku bagl penjualan daging yang dibuat tahan la
me dengan jalan dijemur, diberi rempah-rempah, digerami,dipenggeng, dimasek, atau-
ditutup rapat-rapat sehingga tidak kemasukan hava,

Pasal 3,

N (1) Dilarang menjalankan pekerjaan jagal dengan tidak seizin Dewan Pemerintah
erch
(5) Surat permchonan igin harus memuat nama den tempat tinggal pemohon.

Pasal 4.

(1) Izin ditolak jika s
a, dalam telun sebelum tahun permchonen diajukan, suatu izin yang telah diberikan,
__ Yepada pemohon telah dicabut lain dari pada atas permintaan sendiri ;
b, alasan-alasan mengenai kstertiban dan kepentingan umuy yapg dimuat dalam surat-
keputusan penolakan, bertentangan dengan pemberian izin,
2) Terhadap keputusan tersebut dalam ayat (1) sub b dalam wektu satu bulan -
yeng berkepentingan depat minta perbandingan kepade Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
i Pasal 5,
H‘ Tnin tersebut dalem pesal 3 tidak boleh dipindahkan kepeda siapepun juge.
2) Jika pemegang izin meninggal dunia, make izin itu mazih berizku selama -

tige bulen bagl akhli-warisnya,
/ (3) Jike izin diberiken kepada badan hulcum,igiv itu seketike tek berlaku lagi

/ dalem hal badan hukum itu kehilangan kedudukannya sebagai badan hulkum.

B. TENTANG CARA MEMOTONG TERNAK
DAN MENJUAL DAGING,

Pasal 6.

(1) Pembunuhan ternak dijalankan dengan memotong leher atau menusuk urat darah
besar leher dengan mengindahken aturan-aturan agama,
(2) Pemotongan baru boleh dilanjutken setelah ternak itu mati karena kehabisan

Pagal 7.
(1) Semua orang yang bekerje pada pemotongen ternak dan penjualan daging harus
berpekaian bersih, LSRR ¥ A L s 47
(2) Merexa tidak boleh menderita sakit menulad atau peryakit kulit dan luka -
luka yang terbuka atau bernensh.

Pasal 8.
_ Tempat pemotongan khusus harvs dilengkapi dengen $
Tetantas yaiig tidak dapat kemasukan air j : 3
2,got-got dari pasangan batu untuk membuang kotoren ; .
3.air pembilag ; - T
4ecantelan daging dari logam yang digosok sampsj. rengkilat.. '
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Pagal 9.
Tempat penjualan daging daging harus dilengkapi dengan @
1. tempat pat hawva oukup dan melulu umtuk daging;
yung mmm,mmm-tmammfum

3. oantelan daging dibuat dari logam yang digosck sampai mengkilat,
Pagal 10.
Pengangkutan daging harus dilakukan dalsm kendarsan angkutan yang sebelah
dalamnys dilapis seng atau dalam kranjang yang ditutup rapat,
Pagal 11,
(1) Tempat pemotongan dan penjualan daging, begitu pula semue alat-alat yang
pada pemgtongan dan penjualan bersentuhan dengan daging harus dalam kesdasn bersih,
(2) Selama penjualan harus dijage jangan sampai daging langsung kema sinar -
wataheri, hujan, debu, serangge (misalnya langeu, lalat dan sebagainya) ateu pengs-
ruh lainolain yang rengakibatkan berkurangmya nilai daging wrtuk dimakan,
(3) Pilarang mencoroti daging yang akan dijual dengan air, menyelaputi dengan
lemak atau melakukan pengolahan semacam itu, sehinggs susunan daging itu berubah,

Pasal 12,
(1) Daging yang nyata dalam keadaan tidak patut dipekai orang harus dirampes

dirusak,
(2) Perampasan dan pengrusakan daging hanys boleh dilakukan cleh wvai ter-
sebut dalam pasal 29, pE
(3) Untuk daging yang dirampes dan dirusak tidak diberiken kerugian,

C. TENTANG TEMPAT PEMOTONGAN UMUM
DAN LINGKUNGAN PEMOTONGAN,

Pasal 13,
Di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan

tempat-tempat pemotongan umm,
Pasal 14.

(1) Untuk tiap-tiap tempat pemotongan umm oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah ditetapkan lingkungen pemotongan, lingkungan mana pada ummmya mempunyai jarak
(straal) lima kilometer, sedang tempat pemotongan umum itu sedapat mungkin merupe-

kan pusat lingkungan itu.
(2) Didalam lingkungan ini dilerang memotong ternak ditempat-tempat selainnya

ditempat pemotongan umm yang terletak didalam linglungan itu.
, (3) Dari larangan tersebut ayat (2) dikecualiken @
a, pemotongan ternak tersebut dalam pasal-pasal 20 dan 21 dari peraturap-daerah ini;
b, pemotongan ternak wntuk mena tidak ada tempat pemotongan umum,

4; Dilarang memasukan daging kedalam linglungan pemotonzan,

5) Dari larangen tersebut dalam ayat (4) dari pasal ini dikecualikan @
e, daging untuk dipekai sendiri akan tetapi sebenyak-banyakmya 1 Kg,
b. daging yang termyata sudsh diperiksa oleh seorang pegevai yang diangkat oleh

Bupati Kepala Daerah umtuk pemeriksasn daging dan terdapat baik,
Pasal 15

1) Penguasaan rumah pemotongan umum dan pemeriksaan ternsk pemotongan den
-lingkungan diserahkan kepada seorang Kirmister,

(1)
daginf didalam lingkungan
2) Untuk membantu Kirmister dan jika perlu untuk mewakilinya dapat diangkat

beberapa orang Ajun Kirmister,
(3) Dewam Pemerintah Daersh menetepken peraturan tentang penguassan dan peme
kaian tempat pemotongan umum,
(4) Dewan Pemerintah Daersh mengamst-amati penguasasn halamen dan bangunan-
bangunan yang temasuk tempat pemotongan umum, N
D, TENTANG PEMER IKSAAN TERNAK POTONGAN DAN
PEMERIKSAAN SERTA PEMEERIAN TANDA PADA
DAGING DALAM LINGKUNGAN POTONGAN,

Pasal 16,
(1) Kecuali dalam hal-hel tersebut dalam pasal-pasal 14 ayat (3) sub b dan

20 dilarang memotong ternmak dalam lingkungan-lingkungan psmotongan dengan tidak

mendapat izin dari Kismister.
(5 Pemerikesaan ternak gma pemberian izin termaksud dalem ayat (1) hanya

dilakukan oleh Kismiter, jika ternyata, bahwe pajak pemotongen telah dibayar
lunas den disamping itu mengenai lembu atau kerbau betina, djika chewan itu te-
1ah mendapat tanda di-epkir dari pegawai djawatan kehewanan,

(30 M‘lﬂh l"{l-..-c---‘.
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/ b (3) Setelah diperiksa dan terdapet baik, maka olsh Kirmister dibveri tands
ﬁhh};tmm‘,pa-mmuhmmajmtmmmnmma
ulmhl.

Pagal 17

1) /s dalam pemerikstan tersebut calam pasal 16 pada Kirmister bahwe
tﬂimuwﬁ-w“ﬂluwmamturmkmm
3ar =0 mnm'mmmrmnmammmm
m“(mkmmmnmm y

2 memotong termak yang gakit ateu disangia pakit seba-
bagai dhnﬁnndlhnmt (1), harus ditunda,

(3) Pemberian isin untuk memotong harus ditunda juge terhedap ternak yong sang:t

lolah,
Pagal 18

(1) Jilm Kirwister memberi imin untuk memotong, meka pemotengan inZ harus di-
dalam waktu <4 jem setelah pemeriksaan,

(2) Jixa pemotongen tidak dilalukan dalam waktu 24 jam, maka pemotongan itu !
hanya bolsh dilakukan setelah pemeriksaan baru,

Pagal 19

m Setelah termak dipotong, dagingnya diperiksa,
2) Kirmister berhak melakukan pengirisan-pengirisan yang dipemdang perlu
olehnys dalam urateurat dan btagian-baglan lain-lainnya.
(3) Bagian-bagian yang terdapat baik dari terdak yeng dipotong, diberi tan- |
[ ] da dengan oap! contch cap dan warna tinta yang tidak boleh mengandung racum dite-
tapkan oleh Devan Pemerirtah Deerah,
Bagian-bagian yang di-apkir harus dirusak,
£) Jixa daging hanya dapat diterima baik setelah mengelami sesuatu rengo-
lahan, maka cara mengelolanya ditentukan oleh Kirmister, i
(6) Setelah daging wengalami pengolahan termasud dalem ayat (5) sehingga mew
:g.-)n!h:l petunjuk Kirmbster maka daging tersebut dicap menurut ketemtuan dalam ayat

rang.

(7) Penjualan daging yang tidak dicap memmrut ketentuan delam eyst (3) dila

Pysal 20 !
(1) Delem hal-hal luar Wwiasa seperti tulang patah, Juka beret dan sakit ke-
ras dari ternak yang akan dipotimg, maka dalam sesustu lingkungen pemoteongan dine-
memotong ternak tersobut diluar tempat pemotongan unum, i
(2).Dalan hel-hal tarsebut dalam syat (1) oleh pemilik selekasmya diverita- |
huken kepada Kirmister kehendaknye untuk memotong diluar tempst pemotongan ummm; ;
stelah itu Kirmister datang ditempat ternak yang kodinn dipotong.
(2) Sedapat mmgkin harus ditungsu kedatangen Kirmister sstelum memlai de-

ngan pmbm.
' (4) Pemeriksasn dan penzecapen daging dalam hal-hal tersebut pasal ini die

lakuken ditempat ternmek itu dipotong.
Pasal 21
(1) Apebila sustu upacora agems horus disertei dengan pemotongan ternak,yang
pemrut ketentuan-ketentvan percturan daerah ini harus dipotong dalam tempat peme
tongan umm,moke Dewen Pemerintah Daerah atau yang ditunjuknya berhak,atas permo-
honan yang berkepentingen untuk memberi izin memotong dilvar tempat pemotongén u

(2) Ternak sebelum dipotong harus diperiksa cleh Kirmister dan degingnya désc
diperiksa setelah dipotong.
Pasal 22

(1) Bea pemeriksaan dalam hal-hal termeksud dadam pasal-pasal 20 dan 21 se-
lain perkecualian dalam ayat berikut, adalsh sama dengen yang tersebut dalam pa=
g2l 25 eyet (1) aitambah dengan biaje perjelanan yeng ditentukan %,0,25 tiap-ti-
ap kilometer atau yang sesungguhnya dikeluarkan,

(2) Untul pemotongen ternck sebegai dimeksudken dalem ayat (1) pasal 21,kee
cuali KEKAH dan SEDEKAH BUMI,yary dagingnya selurvhnya dibagikan kepada fakir -
miskin seperti KORBAN tuat orang-crang Islam dan JI00 KO guna sembahyang rebutan
tuat bangsa Tionghoa, tidak dipungut bea pemeriksaan,

e
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E. TENTANG TEMPAT PENYIMPANAN DAGING UMUM,

Pasal 23,
(1) Ditempat pemotongan wmm dapat diadakan tempat pemyimpanan daging.
(2) Didalam hal demikian, maka dilarang mewbawa daging keluar tempat pemotomgen
sebelum daging itu disimpan ditempst penyimpanan daging umum selams waktu yang ditetapkar

oleh Dewvan Pemerintah Daarah,
(3) Dari larangan ird dikecualikan daging dirrlnha oleh jagel umtuk dijual
ava ),

seketika itu, demikian pula isi perut | "jercan",
F. TENTANG KANDANG .YA:& PIADAJAN DITEMPAT
PEMOTONUGAN UMUM,
Pasal 24.
Ditempat pemotongan umm dapat diberi kescmpatan untuk mengandangkan ternal,
G, TENTANG TARIP-TARIP,
Pasal 2§,

(1) Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dikenakan bea seperti berikut!

as Rp.4,= untuk seekor lembu, kerbau, kude dan habi j
be Rploggo " " biri-biri dan h.bm‘-
(2) Untuk mempergunakan tempat pemotongan wmum dan tempat penyimpanan daging dan

kandang, dikenakan bea t
a, Rp,3,« untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babij
b Rp,0,50 ® "  Lkambing dan biri-biri,
H,  KETENTUAN HUKUMAN,
Pasal 26,
Barang siapa melanggar larangan dan/atau tidak mémeruhi kewejiban termuat dalam
pasal-rasal 3 (1), 7, 8, 9, 10, 11, 14 (2). (4)3 16 (1), 19 (7) dan 23 (2) dihukum deb

ngen hukuman kurungan selams~-lamanya 3 bulen atau denda setingii-tingginya Rp,100,-
( seratus rupdah ),
Pasal 27,

(1) Apabila seorang pemotongen ternak tidak atau tidak cukup mememuhi ketemtuan
ketentuan dalam peraturan daerah ini atau ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut
pasal 15 ayat (3), maka izin untuk melakuken pekerjaan jagal dapat dicetut oleh Dewan
Pemerintah Daerah untuk suatu waktu yang dietnmtukan didalem surat-keputusan ateu buat &°

se .
(2) Terhadap keputusen Dewan Pemerintah Daerah ini dalam tempo satu bulan yong berk

berkepentingan dapat minta perbandingan kepeda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 28, g
Terhadap badan hukum perimtah-perintah dan larangan-larangan deri peraturan-peratur.
ini dianggep sebagai ditujuken ateun diletakkan pada pengurus badan hukum itu atau pemime
vin perusahsan,
Pasal 29

(1) yang juga turut divajibkan memcari pelanggaran-pelanggaran dari peraturon-
daerah ini ialah pegawai Jawatan Kesehetan Daereh Propinsi Jawa-Tengeh dan didalom

lingkungan-linglangan pemotongan Kirmister bersangkutan,
(2) Pegavai-pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak, selein ditempat-tempat
pemotongan wmum, juga mengunjungi tempat-tempat dimana ternsk dipoteng dan daging

dijual,
Pasal 30
(1) Peraturan-daerah ini milai berlaku pada hari ke-30 sesudah ¢
anggal Lembaran
Propinsi Jawa-Tengeh yang memet pengundangan peraturan-dasrah ini,

(2) Sejek saat mulai berlakunys peraturan-dacrah ini tidak berlaku "Slacht-ve
dening Regentsehap Banyumas" tanggal 23 Okbober 1936, diundangkan dalam h-uvimiaalm
Bland tanggsl 17 Desember 1936 (Bijvuegsel Serie C No,15).

Purwokerto, 23 September 1952
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah

X Degrah Klbupl;.en Banyumas:
bupaten Banyumas tua
R, POERWODIREDJO,’ S. NOTOSCEWIRJO,

Peraturan -Dagrah ini telsh disahkan oleh Dewan Pemerintah Deerah Propinsi Jawa-
Tengeh dengan surat-keputusan tanggel 27 Djamuari 1953 N, U.96/1/11,
' Sekretaris,
R, SISWADI DJOJOSCERONO,
W% dalam Lembaran Poopinsi Jawa Tengah tanggel 27 Jamuari 1953 Nr,



